
Menimbang i

Mengingat :

BUPAH KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2OL6

TENTANG

BADAN PERMUSYA\VARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA

BUFATI KATINGAN,

a. bahwa kebijakan otonomi Daerah yang seluas'luasnya
memberikankewenanganpenuhkepadaKabupaten
Katinganuntrrkmengatrrrurusanrumahtanggasendiri;

b. bahwa untuk melaisanakan ketentuan pasat 72 sampai

denganpasalsoPeraturanPemerintahNomor43Tahun
zA:3 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2at4 tentang Desa, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2oo7 tentang Badan

Peryakilan Desa Perlu disesuaikan;
c. bafuwa berdaserrL*r pertirnbangan sebagaimanadirnaksud

dalam huruf a d.an huruf b diatas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingem;

1. pasal 18 ayat (6) Undans-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2oo2tentartg Pemtentu\an

Kabupaten t<itilrg"*, Kabupatec Seruyan,Kabupaten
Lamandau, Kabupaten sukamara, I{abrlrgten Rrla]rg Pisau,

Kabupaten Gunung Mas,l(abupaten Mr{ung paYS dan

Kabupaten Barito ti*rt di Provinsi Kalimantan Tengah

(Lembaran Negara Republik Ind<rnesia Tahun 2oa2 Nomor

i8, T**bahan-kmbaran Negara Nomor a18O);

3. Undang-undan$ Nomor33 Tahtln 2oa4 tentarig Perimbangan

Keuangan *tit" Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Oaerai (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 125 Tambatran Lembaran NegaraNomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun ZOLL tentang
Pembeitukan Feraturan Perundang-Undangan (Iembaran
Negara Republik Indonesia T"h"t.- 29L\ N9mo1 82'
tairUatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1; i Tahun 2ol+ tentang Desa5. Undang-Undang Nomor 6
(pmb,}an Neg;a Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7,

Tambahan k-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5ae5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Saerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2aL4 Nomor 244,Tamtbahan Lembaran Negiira
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Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
perubahan Atas 

't-lndang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-Undang
p"mUJ.", Negara Republik Indonesia Tahun2Ols Nomor

\4,Tambahan 
"l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5657);
7. Und#g_undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang

Administrasi P"emerintahan (Lembaran Negara 
- 
Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

B. Perlturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraqn
pemerintah Daerah (Lembaran N"gu.ta Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);
g. Peiaturan PemerintahNomor 38 Tahun 2OOT tentang

PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah'
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

kabupate "tl<oi 
(Lembaran Negara RgRublik Indonesia

Tahun 2A;O7 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7371;

lo.peiaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2ol4tentangDesa(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2O:.{ Nomor L2g, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);
11. peiaturan presiden Nomor g7 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 12 Tahun

20 | I tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uncle'ngan

(Lembaran I("g"r" Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor

teel;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2oo8

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Pe-merintah Kabupatel 531i1g"" (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 3);

l3.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor-1"Tahun2oL4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT NABNEH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menerapkan, B?BtTlr#$t*,ir+?H-*.ffir#ff- 
KATINGAN TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Otonom, selanjutnyi disebut Daerah adalah Kabupaten K3tingan

yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut ptrk*"" sendiri berdasarkan aspirasi

*""V"t"f.at dalam it u.t"tt Negara Kesatuan Republik Indonesia'

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelen ggata Pemerintahan Daerah'
Bupati adalah BuPati Katingan.
opitn adalah oewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di Wilayah Kerjanya'

f"p"f" b.*^ adalah f,impinan penyelenggaraan pemerintahan desa'

Desa adatah desa dan d.esa adat atau yang disebut dengan nama lain,

u"i"rr3.rt y" disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat -hukum yang

memiliki batas wilayah yang benrenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepEntingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa *""ytt t t, hak a""l-.r"]ul, danlitau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia'
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setimpat dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan RePublik Indonesia'
g. Badan fermusyawaratan Desa yang selanjutnya 

- 
disingkat BPD adalah

lembaga Vr"g" melaksanakan lungsi pemerintahan yang anggotanya

mempaka" *i.il dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis'
1O. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nalna lain yang disesuaikan dengan

asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa'

11. peraturan Desa adalatr peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permus5nraratan

Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yalg selanjutnya disebut APBDesa

adalah rencana 
^K".r^rrg^r, Tahuiran pemlrintahan Desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam

Peraturan Desa.
13. Tokoh Agama adalah seseorang yang dijadikan panutan dan suri teladan

dibidang-k""gu*ran didalam kehidupan sehari-hari.
14. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan/keahlian

dibidang tertentu.
15. Tokoh Adat adalah seseorallg yang dianggap mampu dan memahami adat

serta tradisi masyarakat setempat'
16. Tokoh Pemuda adatah *"*"or*r1g dalam batas usia dewasa yang dianggap

mampu menghimpur, mengkoJtdinasikan dan menggerakkan kalangan

p"*rd" *"t.rJ, kearah yang lebih baik dan terarah'

t1.Pa,,itr" frnrr"y*l*"tafr aaaUti suatu panitil yang dibentuk oleh Pemerintah

Desa, BpD dan Rukun Tetangga sebagai fasilitasi proses pemilihan Anggota

BPD, secara musyawarah dan mufakat'

BAB II
FUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama
Fungsi BPD

Pasal 2

BPD mempunYai fungsi :

a. membah"" d* irenyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan Kinerja kepala Desa'
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(1)

(21

Bagian Kedua
Keanggotaan BPD

Pasal 3

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan

unsur keterwakilan wilaYah.
Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara

demokratis meliui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah

perwakilan dengan mewajibkan_ keterwakilan perempuan.

balam .*gk"-- proses pemilihan secara langsung atau musyawarah

p"r*umfr., J"U"g;i**rr" ai*tt sud pada ayat (1) kepala Desa membentuk

panitia *r"y.*ir"h pengisian keanggotaan Badan Permusyawa"ratan Desa
^dan 

ditetapkan dengan keputusan kepala Desa'.
panitia *r"y***ir pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa

*"L*g"i*ana dimaksudpada ayat (2) Grdiri atas unsur perangkat Desa, RW,

RT dan unsur ;;;il.&at hinnya dengan jumlah anggota dan komposisi

yang proporsional.
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (L), terdiri dari ketua Rukun

warga, pemangku-adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh serta

p"*i,k"- masfarakat lainnya yang dipandang cakap dan mampu

melaksan aka-:rt tugasnYa.
Pembentukan en"gsota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati'

Bagian Ketiga
Tata cara Pemilihan BPD

Pasa] 4

(1) Panitia Musyawarah Pengisian anggota BPD, bertugas
' ' 

". menetapkan tata tertib dan tatacara musyav/arah pembentukan anggota

Badan PermusYawaratan Desa;
b. menjaring calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka

waktu 6 i-enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaran

Desa berakhir;
c. menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang

jumlahnya sama atau teu*t dari anggota Badan Permusyawaratan Desa

ir*g ditaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
(2) Calon anggota Badan Permusyawaratan- Desa merupakan wakil dari
' ' penduduk$esa bersangkutan beidasarkan keterwakilan wilayah.

1S) balon terpilih anggota dadan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan

hasil *r.y**"Iih dan mufakat sesuai dengan ketentuan jumlah

keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa'
(4) Dah;hat mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Des-a

ditetapkan melalui proses musyawarih mufakat oleh panitia musyawarah

pengisian anggota BPD'
(5) Hasil *r"yli,oar"h mufakat yang telah menetapkan anggota Badan

permusyawaratan Desa terpilih dituangkan dalam berita acara dan

selanjuinya disampaikan oleir kepala Desa kepada bupati melalui camat

paling 1ama 7 (trj.rrr) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia

mu"ya*arah pengisiananggota BPD'
(6) Keputusan Ulpati tentanE pengesahan lfgsota BldaL Permusyawaratan

Desa paling iambat 30- (tiga puluh) h;ri sejak diterimanya usulan

sebagaimana dimaksud aYat (5)'

(3)

(4)

(s)

(6)
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Bagian Keempat
Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 5

Yang dapat diajukan rnenjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara

Republik Indonesia dengan sYarat :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang teguh dan mengl*rtt u, Pancasila dan Undang-Undang Dasar

tg45 serta #6"rt"hankai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

serta Bhineka Tunggal Ika;
c. tidak pernah terli6Lt hngsung atau !a4 .langsung dalam suatu kegiatan

yang *"rrgkhianati Negari Kes"atuan Republik Indonesia dan/atau kegiatan-

kegiatan organisasi terlarang lainnyai 
-- --d. befoenaiait"" pJing rendaf, bertJazah SLTP dan/atau seder4iat;

e, berumur pJi"i ,"ridtr, 2o tahun atau sudah/pernah menikah dan usia

maksimal 60 Tahun;
f. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;

g. sehat jasmani dan rohani;
[. berkelakuan baik, jujur dan adil;
i. tidak dicabut ird pilihnya berdasarkan h.rtusan Pengadilan yang

memPunYai kekuatan hukum tetaP;
j. iiaaf seaLng dalam proses 1t", mLnjalani pidana pada pengadilan;

k. bertempa,,i?rgg"l dan terdaftar sebagai p"tdud'k desa setempat secara sah;

1. bersedia aicalilnkan menjadi anggota Btaatt Permusyawaratan Desa;dan

m. wakil penduduk desa yang dip;i-ih secara demokratis musyawarah mufakat

oleh panitia musyawarah pengisian anggota BPD'

Bagran Kelima
Jumlah Anggota BPD

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak g (sembilin) brang, dengan memperhatikan luas

;ii;y;h, jr*l"h #nduduk dan kemampuan keuangan d9"?, dengan ketentuan:

". 3umiat p"na,iark sampai dengan 2.Oogjiwa sebanyak 5 orang anggota;

b. jumlah p"rararrt Z.OO1 jiwJsampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 7 orang

anggota;
c. jurilafr penduduk lebih dari 3.000 jiwa sebanyak 9 orang anggota'

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG

HAK DAN KEWAJIBAN BPD
Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban BPD dan Anggota BPD
Pasal 7

Badan Permusyawaratan Desa berhak:
1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa kePada Pemerintah Desa;

2. menlratakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa'

pelaksanaan PimbangUnan Desa, pernbinaan kemasyarakatan Desa' dan

pemberdayaan masyarakat Desa; dan r^- G,-^-i-"ra Aa -

3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaian Pendapatan dan Belanja Desa'

Pasal 8

(1) Anggota BPD mempunyai hak :
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a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;

b. mengajukan PertanYaan;
c. menyampaikan usul dan / atau pendapat;
d. memilih dan diPilih;
e. *"*p"roieh tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa'

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

a. Memegang tegufr d.., *"rigamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara 
-Republik Indonesia Tahun L945 serta

mempertahanakan dan memelihara keutuhan Negara kesahran republik

Indonesia dan Bhineka T\rnggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan Temokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa;

c. menyerap, menarnPung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masYarakat;
d. memproses pemilihan kepala desa;

e. *"rra*rrrirti.n kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,

kelomPok dan golongan;
f. menghormati iif"i-"it"i sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

setemPat;
g. menjaga norrna dan etika datam hubungan kerja dengan lembaga

kemasYarakatan.

Bagian Kedua
T\rgas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Badan PermusYawaratan Desa
Pasal 9

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas

a. menyerap, menarnpung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masYarakat;
b. mengayomi adat istiadat;
c. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

d. melaksanakan kehidupandemokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.
(2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. mebahas a-i, *"ny"plkatiRar""rg"tt Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa'

(3) pelak""rr"u.rrlrrig"igpo sebagairiruot di*"ksud pada ayat (21, diatur dalam

Tata Tertib BPD.
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang :

menJ^tsun tata tertib BPD;
membahas r€ulcangan peraturan desa bersama Kepala Desa;

melaksanakan pdg;;"san terhadap pelaksanaan peraturan desa dan

peraturan kePa1a desa;
*"rrgr"*lkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

mem-bentuk panitia pemilihan kepala desa;

menggali, *"r*pulg, menghimpu', merumuskan dan menyalurkan

aspirasi masYarakat 
BAB IV

UNSUR PIMPINAN BPD
Pasal LO

(41

a.
b.
c.

d.
e.
f.

Unsur Pimpinan BPD terdiri dari :

a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris.

Page 6 of 17



(1)

(21

BAB V
PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 11

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil

Ketuadibantu 1 (satu) orang Sekretaris'
pimpinan epp J"ilg"i*"ri" dimaksud pada ayat (L), dipilih dari dan oleh

anggota BpD *""*i langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara

khusus.
(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota
' ' teiua dan dibantu oleh anggota termuda'
(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda berhalangan hadir'

sebagai p""ggffiiinya adalah Anggota BPb yang-tertua dan/atau anggota

BpDIermuda"f,i*ntara yang hadir dalam rapat tersebut'

(5)TatacarapemilihanPimpinanBPDdiatu'd,1.*PeraturanTataTertibBPD.

(u
(21

BAB VI
RAPAT BPD

Pasal 12

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpil* BPD'

Rapat BpD sebil;it;" dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7z (satu per dua) dari jgmlah anggota BPD

dan keputusan ait.i"it"" Ueidasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota

BPD yang hadir.
Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

sekurang-t rr"rgnyr 
' 213 (dua per til"t dari jumlah anggota BPD dan

t "putu"In 
ditetlpka, d"rrg"tt peisetujuan sekurang-kurangnya % (satu per

JrrO ait *bah 1 fsatu) dari jurnlah anggota BPD yang !adi1'
i""'g air"aksud aengan hal iertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang

bersifat prinsip aan strltegis bagi kepentingan.masyarakat desa seperti usul

pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman'
Hasil rapat ept iiietapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan

notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD'

(3)

(4)

(s)

BAB VII

Htf"ffi,#^tilhi"#f*"#'SJllfrT^?,'Hffi 8ffi '

DAN PIMPINAN BPD
Bagian Pertama

Masa Jabatan Anggota BPD
Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal

pengucapan urr*fr"n "t I 
janji dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan

paling banyak S ltigal kali seclra bert,rut-turut atau tidak secara berturut-

turut.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Pasal L4

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara apabila :

a. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses

peradilan; . !r- r^^ ,^*^.. *or^-aaor
b. menjadi iersangka melakukan perbuatan asusila dan/atau melanggar
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norrlla.norrnakebiasaanladatyangberkembangdidesa.
(2) pemberhentian sementara sebagai*riu- dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

oleh Bupati berdasarkan usulan BPD'
(3) Selam. rrrggtt" npo dikenJan pemberhentian sementara, maka segala hak

dan kewajiUrrr"V" dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota

BPD lainnya sesuai hasil musyawar4-"oqg:ta BPD'

(a) Apabila berdasarkan Putusan"Pengadilan-fingkat Pertama dinyatakan bahwa

anggota BpD yang bersangkut.l *?U"g"i*."" dimaksud pada ayat (1) huruf

a tidak terbukti melakukan perbuatan yang didalawakan, maka

pemberhentian sementara dicabut'

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 15

Apabila berdasarkan putusal Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa

anggota BpD tertukti'melakukan p"erbuatan yang didatnuakan, sedang anggota

BpD yang bersangkutan *"rJ"mn upaya-uanaing dan/atau kasasi' maka

selambat-famUatniil 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama

dan upay, nrr.u* dimaksud belum selesai atau belum mempunyai kekuatan

hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulke.n kepada Bupati melalui camat

igu anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan'

Pasal 16

(1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan send'iri secara tertulis kepada

Ketua BPD dan lata.u mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan; 
-

d. tidak f"gi *"rfinuhi syarat t"b"g.i*ana dimaksud dalam Pasal 5;

e. dinyatakan melangga, ".r*p*i 
aanlatau janji sebagai anggota BPD

dengan KePutusan BPD;
f. terkena t#angan rangkap jabatan d"1"4 pemerintah desa;

g. tidak af<tif ,ietrt "*tt*tit 
tugas dan klwajiban sebagai anggota BPD

selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
h. sebab-sebLb hin yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

p"*.rarrrg*rraa"g"" dln noffna-norma kehidupan masyarakat desa

Yang bersangkutan'
(2) pemberhentian "anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' diatur dalam

Peraturan Tata Tertib BPD'

Bagian KeemPat
Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD

Pasal 17

(L) Ketentuan mengenai pergantian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan

Tata Tertib BPD.

i2) Dalam hal pengunduran d.lri anggota BPD lebih dari 50 o/o (lima puluh per

seratus), sebelum p"rrgrrrrdrrr"tt Titi tersebut diterima Bupati' maka Bupati

menugasr.r, ii* pl"vhiaik untuk mengadakan investigasi di lapangan.

(3) Penggantian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

dilaf-sanakan dJngan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 18

(1) Anggota BPD yangdiberhentikan sebelum habis masa jabatannya, sehingga

terjadi f."f.o"orrga:", untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat anggota
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BPD dari pergantian antar waktu berdasarkan usulan dari unsur

keterwakilan wilayah yang bersangkut"t:-
(2) pimpinan epD iani Ue-rhenti "t"r, diberhentikan sebelum habis masa

jabatannyu, afi"r{ti-tittrt ri musyawarah dan mufakat di BPD tersebut'

(1)

BAB VIII
LARANGANBAGIPIMPINANDANANGGOTABPD

Pasal 19

pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolet.k?" merangkap jabatan sebagai

Kepala Desa aui-fft^uPerangkat Desa, dan jabatan lainnya ya1,.g ditentukan

dal-am peraturan perundang-undangan'
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

a. sebagai Pelaksana ProYek desa;

b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat'

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

c. melakuk"" fo*pul, kolusi," nepotiime aan menerima uang, barang

dan/atau:"ru at'ti pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan Yang akan dilakukannYa;
d. menyalahgunakan wewenang;
e. melanggar sumpah/janji jabatan;
f. menjaEpengurus partai politik; dart I atau

a menjadi;rd.t" dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IX
PERESMIANDANTATACARASUMPAH/JANJI

ANGGOTA BPD
Pasal 20

peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan

dengan KePutusan BuPati'
Masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak

tanggJ pengucaPan sumpah/janji'
Anggota Badan i"r*.r*y"*"t"t"o Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

dapat dipilih untuk *L*. keanggotaa' paling banyak 3 (ti*a) kali secara

berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Anggota BPD sebelum memangku jabatalnya mengucapkan sumpah/janji

secara bersama-sarna di hadapir *L.y"rakat dan dipandu oleh Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk.

{2)

t1)

(21

(3)

(4)

Pasal 21

Bunyr sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (21 adalah

sebagai berikut :

"................. sUa bersttmpah/berjanii bahwa saAa akan memenuhi kewajiban

str4r. sebagai wtggota BVdal- eirmisyautaratan Desa dengan sebatk-batknga'

t.fuiuriuiu*g a dan s e adil- aditng a'
Bahuta saaa akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan urtdang'undang

Dasar lg4; serta peraturan peindang-undangan Aang berlaktt dan adat istiadat

Desa.-g"o;*o 
saaa akan menegakkan lcehidupan demokrasi serta berbakti kepada

wr,"i, Banjsa 6an Negara-Kesafitan Republik Indonesia".
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Pasal 22

Sumpah/Janjiyangdiuca.nkalolehanggotaBadanPermusyawaratanDesa
terpilih *"b"g"i**rr-" dimatsud dalam p"."t 20 ayat (2)' ditakukan menurut

d;;" dan xepercayaall yang dianut masing-masing'

(1) Pimpinan dan Anggota BPD

keuangan desa.

BAB X
INSENTIF BPD

Pasal 23

menerima insentif sesuai dengan kemampuan

(2) Insentif PimPinan dan anggota
ditetaPkan dalam APBDes'

BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Pasal24

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan

keuangan desa.

{2) Biaya op",*so,,al sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap

tahun dalam APBDeS'

Pasal 25

Ketentuan T\rgas, fungsi kewenangan pimpit ?, dan anggota serta tata tertib

epn sehnjutnya diatui dalam peraturan Bupati'

BAB xI
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Setiap aspirasi masyarakat yang diterima oleh Anggota BPD harus terlebih

dahulu aitampung dan disaring intuk dibahas dalam rapat anggota BPD'

(2) Hasil pembahlsai aspir""i ma""yarakat sebagaiTary dimaksud pada ayat (1)

'-' *"r,rp"f."" ta"Sg,"gi;*ab BPD untuk menindaklanjuti'

BAB XII
RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 27

(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun

dan dihadiri oleh sekurang-kuiangnya aut per tiga (213]' iumlah anggota

BPD.
(2)RapatBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpinKetuaBPD.
iei DA;* hal KetuiBPD berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua'

(a) pelaksanaan-ketentuan 
""u"gJ*ana^dimJksud 

pada ayat (1) dart ayat (21

ditetaPkan dalam Tata Tertib BPD'

Pasal 28

peraturan tata tertib Badan permusyawaratan Desa paling sedikit memuat :

a.waktumusyawarahBadanPermusyawaratanDesa;
b. pengatur*r,' *"rrgorai pimpin* *rl"yawarah Badan Permusy awatata, Desa;

c. tata cara *r"y.'iu'tah Badan Permusyawaratan Desa;

d. tata laksana dan hak menyatakan plndapat Badan Permusyawaratan Desa

dan anggota Badan Permusyawaratan-Desa; dan

e. pembuatan berita acaramrrsyawarah Badan Permusyawaratan Desa'

Page 1O of 17



BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan, karena pernyataan danlatau

pendapat yang ait "*rt 
.t"t, dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup

i""g aliajut<annya secara lisan atau tertulis'

Pasal 3O

Pengecualian dari ketentuan pasal 28 Anggota BPD dapat dituntut di Pengadilan'

apabila menyepakati sesuatu yang dilaran-g. sebagaimana diatur dalam Buku

reduaBablri-t"uUndang-UndangHukumPidana'

Pasal 3L

(1) penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan

tertulis g"p"t" t e"raf- jita yang bersangkutan tertangkap tangan

melakukan tindak pidana kejahatan'
(2) Dalam hal anggota B1,D iertangkap tangan melakukan tindak pidana

sebagaimana dffiaksud pada "yrt 
(r), p-dirg lama 3 (tiga) hari atasan

penyidik memberitahukan """*i. teriulis-kepaaa Bupati dengan tembusan

kepada Camat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

pemerintah Kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi

penyelenggaraafl tugas dan fungsi BPD'
pembinaan dan Perigawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliPuti :

a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tugas qan fqlssi BPD;

b. memberikan 
'pedoman tltcnis pelaksanaln, tugas dan fungsi BPD;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

d. memberikan bimbingan, surr[rvisi dan konsultasi pelaksanaan tugas dan

fungsi BPD.
(3) Pembinaan dan PengawasEul camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. memfasilitasi penyusllnall peraturan Desa dan peraturan kepala Desa

berkaitan denian ienyelenggaraan tugas-dan fungsi BPD;

b. memfasilitasiLknis penyuiunan tugas dan fungsi BPD.

(1)

(21

Dengan berlakunya Peraturan Daeratr ini, maka

Katiigan Nomor 9 Tahun 2OOT tentang Badan

dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah KabuPaten
Perwakilan Desa, dicabut dan
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Pasal 34

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu)

tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'

Pasal 35

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan

Agar setiap "r""g-*engetahuinya,- 
meTe-nntahkan pengUndangan Peraturan

Daerah ini denian penempatirtty" dalam Lembaran Daerah Kabupatea

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
priL 2A16
N,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada I April 2016

DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2Arc NOMOR 58

mnREG PERDA KA.BUPATEN KATINGAN PROVIN$I KALI}4*N?AN fflNGAH 151/T.}1,

pada tanggal
BUP
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PENJEI"ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2AL6

TENTANG

BADAN PERMUSYA$IARATAN DESA

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya undang-undang-Nomor 6 Tahun 20L4 tentang Desa

serta peraturan Pemerintah No*ot 4S tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksan* 
-urdang-undang Nomor 6 tahun 2A]4 tentang Desa'

disebutkan bahwa dalam p""J"kttgg"'""' pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan desa fr**t-*"rrgrIo*oa*"i aspirasi masyarakat sebagai

salah saftr benruk ptoses d;nokratisasi di tingkat desa' Badan

Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwqjudan demolaasi dalam

penyelengg;"6 pemerintahal desa guna menaukrng proses demokratisasi

ditingkat desa-

Badan Permusy awaratfrrl Desa sebagai unsur perryelenggara Pemerintahan

Desa, *"-p.rt V"i fungsi menetapkai petatu*n desa bersama k"rd1 
-1:-T:*"rr*prrrr!l; mlnyalurkan aspirasi masyarakat 

- 
dan mengawasl

pelaksanaan peratrrran a.=" a"U* rangfua pemantapan pelaksanaan kinerja

pemerintah desa-

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa'

pengangkata; ""igott 
Badan Permusyauraratan Desa diharapkan benar-

benar berdasarkailpada aspirasi *a"yatakat dengan memperhati$1 unsur

ketemaki;*tdy"h dan dilak,kan secara musyawarah untuk mufakat'

Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraart

plm"riotif.art dan pelaksanaan pembangunag desa benar-benar m{impu

memberikan manfaat nyata bagi kemqiuan dan peningkatan kesejahteraan

masYarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Perahrran Daerah

Kabupaten Xatingan t"ttt ttg Badan Perrrrusyawaratan Desa'

U. PENJEI"ASAI.I PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP Jelas

Pasal 2
CukuP Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

CukuP jelas
AYat {2

CukuP Jelas
Ayat (3)

Ctt'lrup jelas
AYat (a)

CukuP jelas
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Ayat (5))

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas
AYat (2

CukuP Jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (4)

CukuP jelas
Ayat (5))

CukuP jelas
Ayat (6)

CukuP jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
CukuP Jelas

Pasal 7
CukuP Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 9
AYat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (4)

CukuP Jelas

Pasal 10
CukuP Jelas

Pasal 11
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
AYat (3)

CukuP jelas
AYat (a)

CukuP Jelas
Ayat (5)

CukuP Jelas
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Pasal 12
AYat (1)

CukuP jelas
Ayat {21

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (4)

CukuP Jelas
Ayat (5)

CukuP Jelas

Pasal 1"3

CukuP jelas

Pasal 14
Ayat (1)

CulmP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
AYat (a)

CukuP jelas

Pasal 15
CukuP jelas

Pasal 16
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat {21

CukuP jelas

Pasal L7
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 18
Ayat [1)

CukuP jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 2O
Ayat (1)

CukuP jelas
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Ayat (2)
CukuP jelas

Ayat (3)
CukuP jelas

Ayat (a)
CukuP jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal24
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas

Pasal 25
CukuP jelas

Pasal 26
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (21

CukuP jelas

Pasai 27
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CuhrP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas
Ayat (a)

CukuP jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
CukuP jelas

Pasal 31
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
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Pasal 32
Ayat (1)

CukuP jelas
Ayat (2)

CukuP jelas
Ayat (3)

CukuP jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR
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